KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 221/HK.03.1/5320/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

Menimbang

Mengingat

a.

1.

bahwa pengendalian terhadap gratifikasi diperlukan
dalam mewujudkan integritas pengelola dan
penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sabu Raijua;

bahwa Satuan Tugas unit pengendalian gratifikasi
melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap
gratifikasi;

bahwa berdasarkan pertinbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang
Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi
Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu

Raijua;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);
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Memerhatikan:
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015
tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1695);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Surat Ketua KPU Nomor 945/PW.01/11/2021 Perihal
Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi
di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
Tahun 2021;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sabu Raijua Nomor 177/PK.01/5320/2021
tanggal 25 Oktober 2021 tentang Pembentukan Satuan
Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU
RAIJUA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA.
Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.
Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
Tugas, wewenang dan fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sabu Raijua tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Dalam kegiatan pengendalian gratifikasi, Satuan tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi melakukan:

1) upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja
mencantumkan ketentuan larangan penerimaan,
pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap
pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa,
kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan
pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu
dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan
kepada Lingkungan KPU atau Pihak Ketiga lainnya;

2) memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU, PPK,
PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan Pihak Ketiga terkait
dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi
secara terus menerus;

3) menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di
Lingkungan KPU untuk mensosialisasikan peraturan
yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada
seluruh pihak terkait.

KEDUA . ..
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KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba

pada tanggal 25 Oktober 2021
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA KABUPATEN SABU RAIJUA,
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd.

, = ALPIUS SABA
ARNIYANTI ALU BUNGA
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 221/HK. 03.1/5320/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU

RAIJUA

KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

KEDUDUKAN
NO. NAMA JABATAN DALAM
KEANGGOTAAN
1 2 3 4
1. | ALPIUS SABA Plt. KETUA KPU KABUPATEN SABU PENGARAH
RAIJUA
2. | SUSANA V. EDON ANGGOTA KPU KABUPATEN SABU RAIJUA PENGARAH
3. | KIRENIUS PADJI ANGGOTA KPU KABUPATEN SABU RAIJUA PENGARAH
4. | DAUD PAU ANGGOTA KPU KABUPATEN SABU RAIJUA PENGARAH
5. | AGUSTINUS V. MONE ANGGOTA KPU KABUPATEN SABU RAIJUA PENGARAH
6. | JEFERSON NALENAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN SABU KETUA
RAIJUA
7. | ARNIYANTI ALU BUNGA KEPALA SUB BAGIAN HUKUM SEKRETARIS
8. | FENTY TRESIANA TEFA KEPALA SUB KEUANGAN, UMUM DAN ANGGOTA
LOGISTIK
9. | ARFAKSAT HUN KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN ANGGOTA
HUPMAS
10. | SERAFIANUS THOMAS KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN ANGGOTA
ATU DATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATENSABU RAIJUA

Kgpala—Su'bW,

ARNIYANTI ALU BUNGA

Ditetapkan di Seba

pada tanggal 25 Oktober 2021

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

ALPIUS SABA

jdih.kpu.go.id/ntt/saburaijua




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 221/HK. 03.1/5320/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU
RAIJUA.

TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

A. TUGAS DAN WEWENANG
Tugas dan wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi

meliputi:

a.

menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan
penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian
Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN
di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan
laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan
analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi;

menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan
kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris
Jenderal KPU;

mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan
Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan
KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;

melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status
Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,
meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu
dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan
KPPSLN terkait pemantauan penerapan program pengendalian
Gratifikasi;

h. memberikan . . .
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memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat
Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait
Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan
KPPSLN, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi
kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan

menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh
setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan/atau
Pihak Ketiga.

B. FUNGSI
Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Sabu Raijua

mempunyai fungsi untuk:

a.

melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di
Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan
Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

menerima laporan penerimaan Gratifikasi;

melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek
pelaporan penerimaan Gratifikasi;

menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan
Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah
rusak atau busuk;

menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU,
PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan
penerimaan Gratifikasi;

mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi
dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK,
PPS, dan KPPS;

menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang
perkembangan /rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi
dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS,
dan KPPS;

j. melaksanakan . . .
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j.  melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian G.

Ditetapkan di Seba

pada tanggal 25 Oktober 2021
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PIt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA KABUPATEN SABU RAIJUA,
Kepata Sub Bagian Hukum

ttd.

ALPIUS SABA

ARNIYANTI ALU BUNGA
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